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ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif telah mengatur
kewenangan kepolisian terkait implementasi penanganan tindak pidana
berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini dibentuk karena memang
dibutuhkan oleh kepolisian untuk menjadi pedoman bertindak terhadap tindak
pidana dengan mekanisme keadilan restoratif. Dibentuknya aturan ini semakin
menegaskan bahwa ketentuan diskresi pada pasal 18 Undang Undang Nomor 2
Tahun 2002 memang sangat mendesak dan dibutuhkan dalam praktik penegakan
hukum. Upaya penegakan hukum represif semakin ditengarai kurang maksimal.
Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: Pertama, bagaimanakah makna
keadilan restoratif sebagai delik aduan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 1
Tahun 2023? Kedua, Bagaimanakah implementasi penentuan keadilan restoratif
sebagai delik aduan pada tingkatan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian
menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum untuk
setiap kasus belum seragam masih ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda
baik pada tataran penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan. Tinjauan
terhadap pelaksanaan keadilan restoratif pada anak dalam Putusan Pengadilan
Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, merupakan contoh
yang dimaksud, yang tidak ada keeseragaman penerapan keadilan restoratif.
Persoalan ini muncul dikarenakan tidak adanya pengaturan keadilan restoratif
dalam KUHP. Dengan adanya Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin
memperkuat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan
Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut diatur pula mengenai syarat-syarat yang dapat
diberikan keadilan restoratif. berlakunya Ketentuan Pasal 70 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2023 di padankan dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 2
Tahun 2002, telah menghasilkan diskresi kepolisian untuk melakukan keadilan
restoratif yang bisa dipadukan dengan kepentingan umum yang berorientasi pada
denda.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kewenangan Kepolisian, Pemidana
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DETERMINATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR
COMPLAINT OFFENCES AT THE LEVEL OF AUTHORITY OF THE POLICE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA By: Rendy Cristian Kamagi NPM: 202220252009

Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of
Criminal Acts Based on Restorative Justice regulates the police's authority regarding the
implementation of criminal acts based on restorative justice. This regulation was
established because the police needed it as a guideline for acting on criminal acts using
restorative justice mechanisms. The establishment of this regulation further emphasizes
that the discretionary provisions in Article 18 of Law Number 2 of 2002 are indeed very
urgent and necessary in law enforcement practices. Repressive law enforcement efforts
are increasingly suspected of being less than optimal. The formulation of the problem
presented is: First, what is the meaning of restorative justice as a complaint offense in
Article 70 of Law Number 1 of 20237 Second, how is the implementation of the
determination of restorative justice as a complaint offense at the level of authority of the
Indonesian National Police? This research uses a normative juridical research method.
The research findings indicate that the application of restorative justice by law
enforcement is not yet uniform in each case, with differing understandings at the
investigation, prosecution, and judicial levels. A review of the implementation of
restorative justice for children in the Mojokerto District Court Decision Number
11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk is an example of the lack of uniformity in the application
of restorative justice. This issue arose due to the absence of restorative justice
regulations in the Criminal Code. The enactment of Law Number 1 of 2023 further
strengthens the Regulation of the Republic of Indonesia Police Number 8 of 2021. The
Implementation of the Determination of Restorative Justice for Complaint-Based Offenses
at the Authority Level of the Republic of Indonesia Police After the Enactment of Article
70 of Law Number 1 of 2023 also regulates the conditions under which restorative justice
can be granted. The enactment of Article 70 of Law Number 1 of 2023, combined with
Article 18 of Law Number 2 of 2002, has resulted in police discretion to implement
restorative justice, which can be combined with public interest-oriented fines.

Keywords: Restorative Justice, Police Authority, Criminal Procedure
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